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407. Menyelenggarakan Shalat Jum’at Dua Angkatan

Kesadaran umat Islam untuk menjalankan kewajiban agamanya
dewasa ini dirasakan semakin meningkat. Hal ini antara lain ditandai
dengan syiar agama yang kian semarak, dan membludaknya mesjid-mesjid
dalam shalat Jum’at. Penyelenggaraan shalat Jum'at tidak hanya di
pemukiman, tapi juga di perkantoran, pertokoan dan kawasan industri.
- Namun hal ini belum sepenuhnya diimbangi oleh penyediaan sarana
dan prasarana ibadah yang cukup memadai, serta masih terdapatnya
faktor-faktor kondisional yang menyebabkan tidak terpenuhinya hasrat
_ untuk menjalankan ibadah sebagaimana mestinya. Para karyawan
pabrik kaca, misalnya, tidak dapat secara bersama-sama melaksanakan
shalat Jum’at karena ada proses yang tidak dapat ditinggal sama sekali.
Ada pula pertokoan yang tetap buka saat shalat Jum’at, sehingga tidak
memungkinkan pramuniaga prianya secara serentak meninggalkan
tugasnya. Hal ini bisa diatasi dengan menyelenggarakan shalat Jum’at
secara bergantian, bertahap, atau shalat Jum'at dalam dua shif (angkatan).
S: Bolehkah menyelenggarakan shalat Jum’at kedua dan seterusnya oleh
orang-orang yang bekerja di tempat yang tidak mungkin ditinggalkan
sama sekali pada hari Jum’at itu karena menjaga produksi dari kerusakan.

J: Ta’addud Jum’at berbeda dengan Jum’atan dua shif/angkatan atau
lebih (insya al- jum’ah ba’da al-jum’ah).

Ta’addud Jum’at ialah berbilangnya penyelenggaraan jamaah Jum’at

dalam satu masa di suatu tempat, dan hukumnya boleh dengan

syarat-syarat tertentu sebagaimana keputusan Muktamar NU di

Situbondo, Nopember 1984, dalam masalah nomor 359.

Adapun Jum’atan dua shif/angkatan atau lebih (insya al- jum’ah
ba'da al-jum’ah) yang artinya penyelenggarana shalat Jum’at lebih
dari satu di suatu tempat, maka hukumnya tidak sah.

Jalan Keluar

a. Karyawan seperti itu wajib berikhtiar seoptimal mungkin agar
dapat menunaikan jum’atan shiff pertama.

b. Sebaiknya ditugaskan kepada karyawati untuk menjaga produksi
agar karyawan dapat menunaikan shalat Jum’at.

c. Dalam hal ikhtiar tersebut bila tidak berhasil maka kewajiban
shalat Jum’at menjadi gugur dan wajib menunaikan shalat Zhuhur
dan dianjurkan berjamaah. Jika ada udzur syar’i di dalam meninggalkan
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shalat Jum’at demikian ini dengan mengganti shalah Zhuhur
hukumnya tidak berdosa. Tetapi jika tidak ada udzur syar’i,
hukumnya berdosa.

Rekomendasi: ' -

Kepada Pemerintah dan para produsen/pengusaha agar memberikan
jaminan kebebasan kepada para karyawan untuk menjalankan
agamanya, dan melaksanakan shalat Jum’at.

Keterangan, dari kitab:.
1. Al-Minhaj al-Qawim!?
03 9 ] : 8wt w0 35k 2L e Loy 237 L% a:f‘,’ 207 zF
é:uﬁ;&}\wmsml%ﬁ $asdsall is Mo palldt e G
Adapun selain makmum, maka tidak boleh mengganti imam shalat
jum’at (ketika si imam hadats di tengah-tengah shalat), karena serupa
dengan membentuk salat Jum’at setelah salat Jum’at yang lain (dalam
satu masa secara serentak di tempat yang sama). Dan hal tersebut tidak
tidak diperbolehkan.

2. Tanwir al-Qulub?

L 39U e a2 5 et g Y T s 5 6 )

05 b eI R S g I 3 68 B el B3 10
Y Gl e KE T fds L s pE O g 85 <8 051
| 56 3 18 5 s o et of s
... sehingga jika sudah datang hari Jum’at, maka beliau Saw. tidak
melaksanakan salat Jum’at kecuali di mesjidnya Saw. dan beliau Saw.
meskipun sangat ingin memberikan kemudahan kepada umatnya tidak
memberi dispensasi untuk mendirikan shalat Jum’at di banyak mesjid,
atau shalat bersama orang yang bisa datang kepadanya di awal waktu,
dan mendirikan shalat jumat kedua, ketiga dan seterusnya bagi mereka
yang tidak bisa datang (di awal waktu). Padahal cara itu lebih mudah
bagi mereka seandainya memang diperkenankan.

3. Hasyiyah al-Syarwani3

1 Ibn Hajar al-Haitami, Minhaj al-Qawim pada al-Hawasyi al-Madaniyah, (Mesir: Musthafa
al-Halabi, 1340 H), Juz II, h. 50.

2 Muhammad Ain al-Irbili, Tanwir al-Qulub, (Surabaya: Syirkah Bugkul Indah, t. th.), h. 189.

3 Abdul Hamid al-Syirwani, Hawasyi al-Syirwani pada Hawasyai al-Syirwani wa al-'Abbad,
(Beirut Dar al-Fikr, t. th), Jilid II, h. 406.
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Adapun kebiasaan yang berlaku, yaitu menghidangkan roti bagi
bagi orang yang menyuruhnya membuat roti dan memberikan upah
seperti biasanya, maka kesibuks anya dengan roti itu tidak menjadi
udzur (meninggalkan shalat jum’at), namun ia wajib mengikuti sha.l:flt
Jum’at walaupun dapat menyebabkan kerusakan rofi itu selama penmhl(
roti tidak memaksanya untuk tidak mengikuti. Maka dalam hal ini ia

tidak berdosa.
4. Al-Figh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*

a [ o 7 iy 5 ] re Sp - ;% or ez 22 o 8
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Para ulama Syafi’i berpendapat, barangsiapa yang ketinggalan shalat
Jum'’at karena sesuatu udzur atau lainnya, maka disunatkan untuk shalat
Zhuhur berjamaah.

408. Menyelenggarakan Shalat Jum’at Tanpa
Mustauthinin dan Mugimin

Di kota-kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya, banyak kantor, .
pertokoan, kawasan industri dan kompleks perumahan yang
menyelenggarakan shalat Jum’at. Jamaah shalat Jum’at terdiri dari para
pegawai/karyawan atau orang-orang yang tidak tergolong penduduk
asli atau berdomisili di tempat tersebut (mustauthin). Kalau pun ada
mustauthin jumlahnya sedikit. | o
S: Bagaimana hukum shalat Jum’at tanpa mustauthin dan mugimin atau ada

mustauthin, tetapi tidak mencukupi syarat, seperti yang terjadi di hotel-

hotel dan restauran-restauran di kota Jakarta dan Surabaya?
J: Shalat Jum'at tanpa mustauthin dan mugimin atau dengan mustauthin
dan mugimin, tetapi tidak memenuhi syarat, hukumnya tafshil:

a. Tidak sah, menurut mayoritas ulama Syafiiyyah. Sementara Imam
Syafi'i sendiri dalam gaul gadim yang dikuatkan oleh al-Muzanni
memandang sah bila jumlah jamaah itu diikuti mustauthin minimal 4
orang,

4 Abdurrahman al-Juzairi, al-Figh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996),
Jilid 1, h. 382.
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b. Imam Abu Hanifah mengesahkan secara mutlak.
Keterangan, dari kitab:
1. Al—Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab5 .
a8 s 1 065 250 36 45 53,5100 Y5 sl e i a9 6 59)
Menurut mayoritas ulama, tldak sah shalat Jum’at bagi budak dan
musafir, berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang mengesahkannya.
2. Risalah Bulugh al-Umniyah fi Fatawa al-Nawazil al-’ Ashriyah 6

whiat Ll padh g oassd o 2 & ey J6 00,38 13 A 6

g)—\;ﬂ\ Cﬂdb&’j ua..zl.J\L.—a—La Ry , &ij‘:élgf
Bahkan guruku, al-Bakri bin Muhammad Syaththa, dalam catatan
atas kitab I'anah al-Thalibinnya berkata: “Sungguh Imam Syafi'i punya
dua gaul gadim tentang jumlah jamaah shalat Jum’at pula. Salah satunya
adalah minimal empat orang. Pendapat ini dikutip oleh pengarang kitab
al-Talkhish dan dihikayatkan al-Nawawi dalam Syarh al-Muhadzdzab.
3. Al-Muhadzdzat’

Sl 2 G Capu S \'\;.;f '\}\;) ks o il L2 5
ngr@"’mu" ‘r*b“’ S4By fdh 1y, a5 36 ey

ﬁj :.z.}hd\uat}c \J\JQLZ;-J ’.’ ’-:o).,jn\; ,:’:’; )_,-erJ
GubyinlE g B3a6 kad a8y

Di antara syarat jumlah jamaah tersebut adalah, mereka terdiri dari
laki-laki, merdeka dan menetap di suatu tempat. Adapun perempuan,
budak dan musafir, maka shalat Jum’at tidak menjadi sah dengan kehadiran
mereka, karena mereka tidak berkewajiban melaksanakan shalat Jum’at
sehingga shalat itu pun tidak menjadi sah dengan kehadiran mereka,
sama seperti anak-anak. Apakah shalat Jum’at itu sah dengan jamaah
terdiri dari para mugimin (penduduk) yang tidak menetap. Dalam hal
itu terdapat dua wajh; Abu Ali bin Abi Hurairah berpendapat: “Shalat

5 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu" Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr,
1996), Jilid IV, h. 382.

6 Muhammad Ali al-Maliki, Risalah Bulugh al-Umniyah ﬁ Fatawa al-Nawazil al-"Ashriyah
pada Inarah al-Duja Syarh Tanwir al-Hija Nadzm Safinah al-Naja, (Mesir: Musthafa al-
Halabi, 1952), h. 232.

7 Abu Ishaq al-Syairazi, al-Muhadzdzab pada al-Majmu’, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996),
Jilid IV, h. 420.
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Jum’at dengan mereka itu sah karena mereka berkewajiban shalat Jum'at,
sehingga shalat itu menjadi sah, sama seperti para penduduk tetap.”

4. Al-Figh al-Islami wa Adillatuh® ’
A 55 o g i B0 200 25 T s 1085

L8 35 L el o1 ST EY 6252 5

Danjunﬂahmirﬁmaljamaah]um’atnmmutAbuHarﬁfahdanMuharrmad
dalam pendapat al-Ashah adalah tiga orang selain imam, walaupun mereka
itu musafir dan orang sakit, karena minimal jumlah jamak yang sahih
itu adalah tiga.

409. Pemindahan Komplek Makam

Dengan berbagai macam alasan, dewasa ini makin banyak kompleks

makam atau makam seseorang dipindah ke tempat lain.

S: Bagaimana hukum pemindahan kompleks makam dan makam seseorang ke
tempat lain? |

J: Pemindahan kompleks makam dan makam seseorang ke tempat
lain hukumnya tafshil: |

a. Pemindahan makam ke tempat lain haram hukumnya, kecuali
menurut mazhab Hanafi.

b. Memindah mayat seseorang dari makamnya ke tempat lain menurut
mazhab Syafi'i hukumnya haram, kecuali karena darurat. Sedangkan
menurut mazhab Maliki hukumnya boleh dengan syarat:

1). Tidak terjadi perusakan pada tubuh mayat;
2). Tidak menurunkan martabat mayat;
3). Pemindahan tersebut atas dasar maslahat.
Keterangan, dari kitab:
1. Hasyiyah al-Syargawi ‘ala al-Tahrir®

3 1 I &3 O 85505 i) B3l e i Jsd 3295
4258 ) LS;G%’L; ’o s Q;&TIET}T;]”‘H:\:;;#”J“

Menurut kami (mazhab Syafi'i) tidak boleh mengganti barang wakaf,
berbeda dengan ulama Hanafi. Gambarannya menurut mereka adalah,

8 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989),
Jilid I1, h. 275.

® Al-Syarqawi, Hasyiyah al-Syarqawi ‘ala al-Tahrir, (Mesir: Dar al-Kutub al-'Arabiyah
al-Kubra, 1332 H), Jilid II, h. 170.
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ada suatu tempat yang nyaris runtuh, lalu diganti dengan tempat lain
yang lebih bagus setelah ada keputusan hakim yang mengabsahkan

penggantian itu.
2. Fath al-Wahhab'0

A gu%ﬁ;&JMSﬂSua)Y\gﬂb'Ju\—\Jh\:&&J\ ‘“"(.;,;3
BaE £ (a3 i L G N i N B s Sl

Haram membongkar kuburan sebelum mayat hancur sesuai dengan
pendapat para pakar tentang tanahnya setelah penguburannya, untuk
dipindahkan ataupun lainnya, seperti mengkafani dan menyalati. Sebab
dalam hal itu terdapat perusakan terhadap kehormatan mayat. Kecuali
karena darurat, seperti dikuburkan tanpa disucikan dengan dimandikan
atau tayamum, sedangkan mayat itu termasuk orang yang harus disucikan.
3. Nihayah al-Zain11

Faky 20 252 w.udj..\:s L-p\@,u;ma:;. \J\Jsuxj

Seandainya tanahnya berupa pekuburan yang diperuntukkan umum,
yaitu tanah yang kebiasaan pemakaman penduduk daerah itu di situ,
maka haram mendirikan bangunan di atasnya dan harus dirobohkan.

4. Al-Figh ‘ala al-Madzahib al-Arba'ah 12
S 58 Ly 55T ) o e $55 30 318 o3 J8 535 456 £

lza,
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Ulama Maliki berpendapat, boleh memindahkan mayat sebelum dan
sesudah dikubur dari satu tempat ke tempat lain dengan tiga syarat;
. pertama mayat tidak pecah (rusak) ketika dipindah, kedua tidak sampai
menodai kehormatannya, yaitu memindahkannya dengan cara yang di
dalamnya terdapat penghinaan baginya, ketign kepindahannya karena
suatu maslahat. ... Jika satu syarat dari ketiga syarat ini tidak terpenuhi,
maka haram memindahkannya.

10 Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab pada Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab,
(Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid II, h. 211.

1 Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain,
{Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 155. '

12 Abdurrahman al-Juzairi, al-Figh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996),
Jilid I, h. 505-506. :
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410. Nikah Mut’ah

Secara lughawi nikah mut'ah berarti al-damm wn aljam’ (penggabungan
dan pengumpulan) atau al wath'u (persetubuhan). Secara istilahi nikah
adalah ikatan perjanjian (‘ad) yang telah ditetapkan Allah untuk
melegitimasi pemilikan seorang laki-laki atas upaya istimta’ terhadap
wanita yang bukan mahramnya. Selain ibadah, nikah merupakan
wujud sikap t2’awun antara individu, pendirian lembaga keluarga
dan sarana reproduksi.

Jumhur fugaha berpendapat, ada 4 macam nikah fasidah (rusak,
tidak sah), yakni nikah syighar (tukar menukar anak perempuan atau
saudara perempuan tanpa mahar), nikah mut'ah (dibatasi dengan
waktu tertentu yang diucapkan dalam ‘agd), nikah yang dilakukan
terhadap seorang wanita yang dalam proses khitbah (pinangan) laki-
laki, dan nikah muhallil (siasat penghalalan menikahi mantan istri
yang dithalaq bain). Namun ada juga yang menghalalkan nikah
- mut’ah, dengan dasar surat al-Nisa’ ayat 24 yang artinya: “Maka istri-
istri yang telah kamu nikmati [campuri] di antara mereka, berikanlah al-ujr
[biaya kontrak] kepada mereka.” Selain itu dasar penghalalannya adalah
hadits Nabi Saw. yang meriwayatkan, ketika perang Tabuk para sahabat
diperkenankan menikahi wanita dengan sistem kontrak waktu.

Ada titik singgung antara nikah mut'ah dan nikah biasa. Pertama,
pada nikah mut‘ah, batas waktu dapat diperpanjang dengan kesepakatan
kedua belah pihak. Kedua, pada nikah biasa, dikenal istilah thalag
(cerai) untuk mengakhiri ikatan pernikahan.

S: Nikah mut'ah bila dikaitkan dengan tittk singgqung waktu yang diperpanjang
melalui kesepakatan kedua belah pihak dan titik singgung mengakhiri ikatan
pernikahan melalui thalag pada pernikahan biasa, mengingat semakin maraknya
prostitusi, perselingkuhan, dipersulitrya poligami dan kemampuan ekonomi .
yang semakin meningkat dan memicu meningkatnya hubungan seksual di
luar nikah, bagaimana hukum nikah mut’ah tersebut?

J: Nikah mut'ah menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya
mazhab empat, hukumnya haram dan tidak sah (batal). '

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Umm 13 ‘
S-ogt st L0 & $ a0 a1k P Lo .’s Y 2.1 - . 22 <&
P Gn e Y s FRAG Jied 5l a3 J & KI5

13 Al-Syafi‘i, al-Umm, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Jilid V, h. 86.
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Dex.nikian halnya semua nikah yang ditentukan berlangsungnya
sampai waktu yang diketahui ataupun yang tidak diketahui (temporer),
maka nikah tersebut tidak sah, dan tidak ada hak waris ataupun thalag

antara kedua pasutri.
2. Fatawa Syar'iyah wa Buhuts Islamiyah4

-

8 (S5 €55 1530 1 Lo 105 5352 530 5iys oy 7555 (J52)
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Pertanyaan: “Seseorang kawin dengan akad dan saksi untuk masa
tertentu, maka bagaimanakah hukum perkawinan ini menurut syar'i.”
Jawaban: “Nikah temporer ini batal secara syar’i. Seperti pendapat
Jumhur ulama madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Dan dalam
kitab Minah al-Jalil disebutkan, nikah yang ditentukan untuk masa
tertentu itu dirusak, meskipun setelah lewan masa itu, dan pernikahan
tersebut termasuk nikah mut’ah. Dalam al-Mughni karya Ibn Qudamah
disebutkan: “Bila ada lelaki mengawini perempuan untuk dicerai pada
waktu yang telah ditentukan, maka perkawinannya tidak sah karena
syarat itu mencegah kelanggengan perkawinan, maka serupa dengan
nikah mut’ah.”
3. Rahmah al-Ummah'®
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Para ulama bersepakat, bahwa nikah mut'ah itu tidak sah tanpa ada
perselisihan pendapat antara mereka. Bentuknya adalah, seseorang
mengawini perempuan untuk masa tertentu dengan berkata: “Aku
mengawini kamu untuk masa satu bulan, satu tahun dan semisalnya.”

4 Hasanain Muhammad Makhluf, Fatawa Syar’iyah wa Buhuts Islamiyah, (Mesir:
Musthafa al-Halabi, 1965), Jilid I, h. 7. _ :

15 Abu Abdillah al-Dimasyqji, Rahmah al-Ummah pada al-Mizan al-Kubra, (Beirut: Dar al-
Kutub al-Islamiyah, 1965), Juz 11, h. 39.
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Perkawinan ini tidak sah dan telah dihapus oleh jjma’ para ulama masa
lalu dan sekarang,.
4. Referensi Lain

a. I'anah al-Thalibin, Juz 1, h. 278 - 279.

b. Al-Mizan al-Kubra, Juz 11, h. 113.

c. Al-Syarwani ‘ala al-Tuhfah, Juz VI, h. 224.

411. Bai’ud Dain (Jual Beli Piutang)

Si A bethutang pada B. Perjanjian hutang-piutang tersebut dikuatkan
dalam akte perjanjian hutang-piutang. Karena mendesaknya kebutuhan,
sebelum jatuh tempo oleh B, akte perjanjian hutang-piutang itu dijual
kepada C. Berdasarkan akte perjanjian hutang-piutang itu C menagih
kepada si A.

S: Bagaimana hukum jual beli hutang-piutang (bai’ al-dain)? Misalnya si A
berhutang kepada si B. Perjanjian hutang-piutang dikuatkan dalam akte
perjanjian hutang-piutang. Karena terdesak kebutuhan, sebelum jatuh tempo,
akte perjanjian hutang-piutang tersebut dijual kepada si C. Berdasarkan
akte perjanjian tersebut si C menagih kepada si A?

J: Jual beli hutang-piutang (bai” al-dain) seperti tersebut di atas hukumnya
boleh, jika nilainya sama. Dan jika nilainya berkurang, hukumnya
tidak boleh.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Igna fi Hill Alfazh Abi Syuja’
By 235 e 8,10 S P U O w2 5 52 A0 55 A% 3N 15 ey
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Sah menjual hutang dengan selain hutang kepada orang lain yang
tidak punya kewajiban atasnya, seperti Bakar menjual kepada Umar
hutang senilai seratus yang menjadi kewajiban Zaid dengan nilai seratus
pula. Pendapat ini diunggulkan dalam al-Raudhah, berbeda dengan al-
Minhaj yang tidak mengesahkannya.

2. Bughyah al-Mustarsyidin??

16 Muhammad Khatib al-Syirbini, al-Igna’ fi Hill Alfazh Abi Syuja’, (Beirut: Dar al-Fikr,
1415H), Juz I, h. 280. '

17 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Mesir: Musthafa
al-Halabi, 1952}, h. 131.
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(Kasus dari Muhammad Sulaiman al-Kurdi) Tidak sah menjual hutang

bertempo dengan sesuatu yang nilainya lebih rendah dari jenis hutang

tersebut secara kontan kepada orang yang menghutangi, baik berupa

barang ribawi atau selainnya. Seperti akad shulh (damai) dari 10 yang

ditempo pada 5 secara kontan. Sebab, ia menjadikan kekurangannya
sebagai imbal balik dari pembayaran kontannya dan hal itu tidak halal.

3. Al-Mizan al-Kubral®
gefd\: L:,;.Al\ E:SPJ JK.\L LAKJ\C... r’f J:«) u-“"'M F’J‘ Js 13455\ & iS5
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Dan begitu pula para ulama sepakat atas keharaman najsy (menawar
dengan bertujuan agar orang lain menawarnya dengan harga yang lebih
dari semestinya) dan atas bai” al-kali’ bi al-kali’, yaitu keharaman menjual
hutang dibeli dengan hutang. Inilah sebagian kasus yang dlsepakau
ulama yang aku temukan.

4. Referensi Lain
a. Sullam al-Taufig, . 53,

412. Bai'ul ‘Inah (Jual Beli Barang Yang Berasal Dari
Berhutang Kepada Pemberi Hutang)

Si A berhutang suatu barang kepada B, seharga Rp. 100.000,00. Setelah
menerima barang itu, A menjual barang tersebut kepada B seharga
Rp. 75.000,00.

S: Bagaimana hukum menjual barang yang berasal dart berhutang kepada
yang memberinya hutang (bai’ al-"inah)? -

J: Imam Asy-Syafi'i dan ulama mazhab berpendapat bahwa hukum bai" al-
‘inah sah, namun makruh tanzih. Sedangkan imam Abu Hanifah, Imam
Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak memperbolehkan.

Keterangan, dari kitab:

18 Abdul Wahhab al-Sya’rani, al-Mizan al-Kubra, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.),
Juz 11, h. 72.
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1. Al-Mizan al-Kubral? o )
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Dan termasuk yang diperselisihkan ulama adalah pepdapat Imam
Syafii tentang keabsahan bai'u al-'inah (menjual kembali barang yang
sudah dibeli secara berhutang kepada pemilik barang semula yang
menghutanginya) besertaan hukum makruh, ... serta pendapat Imam
Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, tentang ketidakbolehannya.

2. Al-Anwar li A'mal al-Abrar®®

G5 aa O 25 380 (&) 2835C0 Y 25500 2D G Koall 23
Jual beli “inah tidak termasuk larangan-larangan yang diharamkan

dan bukan yang dimakruhkan, jika tidak dibiasakan. Pengertian jual beli

‘inah adalah seseorang menjual sesuatu secara kredit, dan menyerahkannya

kepada pembeli, lalu ia membelinya lagi secara kontan dengan harga

yang lebih murah dari harga awal.

3. Hadits Abu Qawud
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“Dati Ibn Umar, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda:
“Tika kalian melakukan jual beli secara 'inah, mengambil ekor sapi (sibuk
membajak sawah), rela dengan pertanian dan meninggalkan jihad, maka Allah
Swt. akan menimpakan kehinaan terhadap kalian yang tidak akan dicabunNya
sampai kalian kembali ke agama kalian.” (HR. Abu Dawud). :

413. Memanfaatkan Tanah Jaminan, Selama yang
Berhutang Belum Melunasi

Si A berhutang kepada B sejumlah uang, dengan agunan/jaminan
sebidang tanah. Selama A belum mampu melunasi hutangnya, B berhak
menanami tanah A.

S: Bagaimana hukum memanfaatkan sebidang tanah agunan fjaminan selama

19 Abdul Wahhab al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.), Juz II,
h. 70.

2 Yusuf al-Ardabili, al-Amwar li A'mal al-Abrar, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.), Jilid I, h. 229.
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orang yang berhutang belum mampu melunasi hutangnya?

J: Menggunakan kemanfaatan agunan oleh pihak penerima gadai,
hukumnya haram, sebab barang agunan hanya.sekedar borg
(jaminan), kecuali dengan jalan nadzar atau ibadah (pemberian
perkenan) dari pihak orang yang menggadajkan (rahin).

Keterangan, dari kitab:
1. Hasyiyah al-Syarqawi ‘ala al-Tahrir?!

A e a5mdl 558 oty &3 ,s u‘.,,.u A adis LEs

& \Cﬂa.;\s\ A v,u,)\ta%::,;,;
Dan seperti penyaratan pemanfaatan barang barang gadai bagi pihak
yang menghutangi, atau niscaya tambahan-tambahan barang gadai seperti
buah dari suatu pohon dan anak dari seekor kambing ikut digadaikan,
maka akad gadai dan syarat tersebut tidak sah. Begitu penjelasan Syaikh
Zakaria al-Anshari dala Syarh Manhaj al-Thullab.
2. Fath al-Mu'in22 |
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Dan akad gadai itu sah yaitu menjadikan suatu barang yang boleh
diperjualbelikan sebagai agunan hutang yang akan dilunasi dari barang
tersebut ketika tidak bisa melunasinya. Maka tidak sah menggadaikan
barang wakaf dan budak umm walad (budak wanita yang melahirkan
anak majikannya). ... Akad gadai tidak sah dengan sebab persyaratan
yang merugikan pihak yang menggadaikan atau yang menerima gadai.
... Dan seperti menyaratkan pemanfaatan barang yang digadaikan bagi
pihak yang menerima gadai (pemberi hutang).

3 Fath al-Mu'in?3

i o G 55 6 L5,\3;:153\ i 3G eglia g2 6

21 Abdullah bin Hijazi al-Syarqawi, Hasyiyah al-Syarqawi ‘ala al-Tahrir, (Mesir: Dar al-
Kutub al-Arabiyah al-Kubra, 1332 H), Juz II, h. 123.

2 Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu’in pada I'ansh al-Thalibin, (Mesir: al-Tijariyah al-
Kubra, t.th)), Jilid IV, h. 37-38.

2 Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in pada P'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr,
t.th.), Jilid IT, h. 370.
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Syaikh Masyayikhina al-'Allamah al-Muhagqiq al-Thanbadawi berkata
tentang hukum kasus ketika pihak penghutang bernadzar memberi
penghasilan sebidang lahan yang digadaikan bagi pihak pemberi hutang
selama hutang tersebut masih dalam tanggungannya: “Pendapat yang
aku lihat dari generasi akhir madzhab Syafi'i bangsa Yaman adalah
kejelasan atas keabsahannya. Sebagian ulama yang berfatwa demikian
adalah Syaikh al-Islam Muhammad bin Husain al-Qimath dan al-
Allamah al-Husain bin Abdirrahman al-Ahdal.”

4. Bughyah al-Mustarsyidin?¢ |
BT a8 I 55 55 GRa o 2 51 55 61 WS 685 (o L)
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(Kasus dari Muhammad bin Abi Bakr al-Asykhar al-Yamani) Bila
seseorang menggadaikan tanah dan ia memperbolehkan pihak penerima
gadai atau yang lainnya untuk mengambil penghasilannya selama hutang
belum terbayar, maka kebolehan tersebut habis dengan meninggalnya

pemilik tanah. Maka sejak itu pihak penerima gadai atau orang lain
tersebut harus bertanggungjawab atas penghasilan tanah tersebut.

5. Al-Asybah wa al-Nazha'ir?5
S abid B0 050 Jo o) b @il 2264 38 8 G L2 )
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Bila sudah umum di masyarakat kebiasaan kebolehan memanfaatkan
barang gadai bagi penerima gadai, apakah kebiasaan itu dianggap sama
dengan menjadikannya sebagai syarat, sehingga akad gadainya rusak?

Jumhur ulama berkata: “Tidak diposisikan sebagai syarat.” Sedangkan
al-Qaffal berpendapat: “Ya (diposisikan sebagai syarat).

24 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Bandung: Syirkah
Nur Asia, t. th.), h. 178.

25 Abdurrahman al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Beirat: Dar al-Kutub al-limiyah,
1403 H), h. 67. -
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414. Mencetak dan Menerbitkan Karya Tulis
Orang Lain

Belakangan ini banyak karya ilmiah ulama masa lalu diterbitkan
kembali baik dalam bahasa aslinya maupun terjemahan.

S: a. Bagaimana pandangan Islam tentang hak cipta atas karya ilmiah yang
dihasilkan seseorang?
b. Bolehkah karya ulama masa lalu diterbitkan tanpa sepengetahuan ahli
waris mu'alliffmushanifnya atas dasar al-wijadah atau dengan dalih
agar lebih bermanfaat?

J: 1. Hak cipta dilindungi oleh hukum Islam sebagai hak milik dan
dapat menjadi tirkah bagi ahli warisnya, sebagaimana keputusan
Muktamar Nahdlatul Ulama ke 28 di Krapyak Yogyakarta tahun
1989, maslah nomor 389. :

2. Mencetak dan menerbitkan karya tulis pihak lain hukumnya

- haram, kecuali ada izin dari pemilik hak/pengarang/penulis
atau ahli waris atau pemegang kuasa atas hak cipta tersebut.

3. Apabila pemilik hak/pengarang/penulis atau ahli waris atau
pemegang kuasa atas hak cipta sudah tidak ada, maka hak cipta
karya tulis bersebutmqadlhakkaummushmmmtukkemas]a}mtan
mereka secara umum,.

Keterangan, dari kitab:
1. Al-Fatawa al-Haditsiyah?®
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Dan harus diusahakan memperoleh kitab-kitab yang dibutuhkan,
sebisa mungkin dengan membeli, atau jika tidak mungkin maka dengan
menyewa atau meminjam. Dan hendaknya tidak melakukan penyalinan
kecuali jika memang tidak mungkin bisa dihasilkan tanpa menyalinnya
kembali. ... Dan tidak boleh menyalin kecuali dengan izin pemiliknya,
karena peminjaman secara mutlak tidak mencakup (izin) penyalinan,
kecuali si pemilik berkata: “Silakan manfaatkan buku itu sebagaimana

2 Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Haditsiyah, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 163.
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yang Anda inginkan.” Dan boleh menyalin kitab yang diwakatkan bagi
orang yang bisa memanfaatkannya.
2. Bughyah al-Mustarsyidin®’ | | )
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(Kasus dari ‘Alawi bin Saqgaf bin Muhammad al-Ja’fari al-’Alawiyun
al-Hadhramiyun) Jika seseorang mengambil harta dari seseorang yang
menguasainya tanpa izin, dan ia putus asa untuk mengetahui pemiliknya,
maka harta itu diberikan ke bait al-mal, lalu untuk kepentingan umum
umat Islam, keamanan jalan dan semisalnya.
3. Madkhal al-Figh al-’"Amm?8 : - :
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Dan pembagian ini tidak sesuai dengan pengertian harta menurut
pandangan syara’ yang menjadi landasan pembahasan kita. Figh yang
kita anut telah membedakan antara harta dan hak milik. Maka hak dan
manfaat-manfaat dianggap sebagai hak milik yang bisa dinikmati. Bukan
sebagai harta yang bisa dijadikan obyek berbagai akad, kecuali yang
dikecualikan sebagaimana uraian sebelumnya.
4. Hasyiyah Qulyubi 29 _ -
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(Harta pusaka) adalah yang ditinggalkan oleh mayit, meski dengan
sesuatu sebab atau bukan berupa harta seperti ikhtishash (barang yang
tidak bisa dimiliki namun boleh digunakan seperti pupuk kandang dan

semisalnya), atau meski dalam bentuk khamr yang kemudian berubah
menjadi cuka setelah kematiannya, atau had menuduh zina, atau buruan

27 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Mesir: Musthafa
al-Halabi, 1952), h. 159,

28 Musthafa Ahmad al-Zarqa, Madkhal al-Figh al-’Amm, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.
th.), h. 232.

3 Syihabuddin Al-Qulyubi, Hasyiyah Qulyubi pada Hasyiyata Qulyubi wa ‘Umairah,
(Mesir: Musthafa al-Halabi, 1956), Juz IIL, h. 135.
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yang masuk dalam jaring yang telah dipasang sebelum kematiannya.
5. I'anah al-Thalibin30
=S RS EHER Vgl
Harta pusaka adalah peninggalan mayit berupa harta atau hak.

415. Pernikahan Pengidap HIV/AIDS

Penyakit Aids (Acquired Immune Deficiency Syndrome) adalah kumpulan
gejala akibat menurun/hilangnya daya tahan/kekebalan tubuh. Penyebab
AIDS adalah kuman HIV (Human Immuno Deficiency Virus). Dewasa ini
AIDS sudah menjadi masalah sosial dan kemanusiaan, karena sifatnya
yang mernatikan dan belum diketemukan obat untuk menyembuhkannya
dan vaksin untuk mencegah penularannya.

Karena virus HIV dapat berada dalam darah, cairan vagina dan
sperma, maka penularan dan penyebaran dapat terjadi melalui:

a. Sexual (hubungan kelamin);

b. Parenteral (melalui alat tusuk/suntik), darah dan produk darah yang
tercemar HIV;

c. Perinatal (dari ibu hamil pengidap HIV kepada bayi yang
dikandungnya).

Sebagian besar (90 %) penularan HIV terjadi secara seksual, selebihnya
terjadi secara parenteral dan perinatal. Berbeda dengan penyakit lain,
pengidap HIV/AIDS tidak dapat disembuhkan, karenanya menurut
perhitungan medis pengidapnya pasti mati. Hanya saja, dari HIV
menjadi AIDS melalui beberapa stadium dalam kurun waktu yang
cukup lama, yang memungkinkan penularannya kepada orang lain.
S: a. Bagaimana hukum pernikahan pengidap HIV/AIDS, baik dengan sesama

pengidap maupun bukan?

b. Bagaimana cara memandikan jenazah pengidap HIV/AIDS?

c. Mengingat belum diketemukannya obat penyembuh, beban psikologis
penderita dan kemungkinan penularannya, bagaimana hukum euthanasia
(tindakan mengakhiri hidup) pengidap HIV/AIDS?

J: a. Pernikahan pengidap HIV/AIDS dengan sesama pengidap
maupun bukan, hukumnya sah namun makruh.

b. Jenazah pengidap HIV/AIDS tetap dimandikan sebagaimana

30 Muhammad Syaththa al-Dimyathi, I'ansh al-Thalibin, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra,
t.th.), Jilid ITI, h. 223.

Solusi Problematika Akrual Hukum Islam 535



biasa dengan memperhatikan petunjuk dokter/ahlinya. Jika
dikhawatirkan terjadi penularan, maka ditayammumi.
¢. Hukum euthanasia (tindakan mengakhiri hidup) ialah haram.
Keterangan, dari kitab: '
1. Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalit’!
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Begitu pula bagi wali wanita boleh memfaskh (merusak) akad nikah

dengan sebab penyakit kusta dan lepra yang sudah lama diderita

suami. Sebab mereka bisa menerima aib dengan masing-masing

kedua penyakit itu dan sebab aib penyakit tersebut bisa menjalar
kepada si wanita dan keturunanya.

2. Hadits Nabi Saw.

2N 5a 558 5351 50 53 453
Nabi Saw. bersabda: “Larilah dari penderita lepra seperti larimu dari singa.”
3. Mughni al-Muhtaj ila Ma nfah Alfazh al-Minhaj3?
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Dalam kitab al-Umm Imam Syafi'i berkata: “Adapaun lepra dan

kusta, maka sungguh masing-masing dari keduanya bisa menular

kepada suami (atau ke istri) dan anak. ... Adapun anak, maka sedikit
sekali yang selamat dari (penularan) penyakit tersebut.

4. Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Alfazh al—Minhaj33
JH] s @J,\ SR o i 5 0 aE (W 55 %)
”\:;-\‘J..&Llc«l“\:é aJ) 44) !)",f“)aio’rj)

(Dan jenazah yang sulit dimandikan) sebab tldak ada air atau selainnya,
seperti terbakar atau terkena racun binatang ... atau dikhawatirkan

31 Zakaria al-Anshari, Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib, (Kairo: Dar al-Kitab al-
Islami, t. th.), Jilid I, h. 176.

32 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al—Muhta] ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj,
(Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid I, h. 203.

33 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma nfah Alfazh al-Minhaj,
(Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid I, h. 358.
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orang yang memandikannya tertulari -semisal racun dari tubuh jenazah-
dan tidak mungkin menjaga diri -darinya-, maka (jenazah itu ditayammumi)
secara wajib, karena mengiyaskan pada mandi jinabah.

5. Al- Hawasyi al—Madaniyah34
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Dan sekiranya sulit untuk memandikan jenazah, yaitu akan

membuatnya rontok -bila dimandikan-, maka jenazah itu wajib
ditayammumi.

- (Ungkapan penulis: “Yaitu akan membuatnya rontok.”), maksudnya
seperti sebab luka bakar, digigit binatang beracun atau dikhawatirkan
orang yang memandikannya tertulari -semisal racun dari tubuh jenazah-
dan tidak mungkin menjaga diri -darinya-.

6. Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin35

(5 5 8465) 250 (3 e i1 Ji )

(Masa -pembayaran diyat- pembunuhan jiwa dimulai dari keluarnya)

ruh, (dan -masa pembayaran diyat dari selain pembunuhan jiwa dimulai-
dari -permulaan- terlukai).

7. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj36
B R N 52 R S s e W G O il 3 R
W3 (55 5 Jed ) i (5) ol (pald 28) s 3 220 ol Gh3)
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Dalam pembunuhan al-‘amd -secara sengaja- disyaratkan pembunuhan
itu merupakan kezaliman dari sisi pembunuhan itu menghilangkan ruh.
Berbeda dengan pembunuhan yang bukan merupakan kezaliman ...
(Dan pembunuhan itu), maksudnya kesengajaan membunuh seseorang

(adalah bermaksud melakukan tindakan) jahat, (pada tubuh seseorang
dengan alat yang bisa membunuh) secara pasti (atau pada umumnya).

34 Suylaiman al-Kurdi, ai~Hawasy1 al-Madaniyah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1366 H),
Juz 11, h. 71.

35 Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata
Qulyubi wa ‘Umairah, (Mesir: Dar Thya’ al-Kutub al-’Arabiyah, t. th.), Jilid IV, h. 156.

3% Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj,
(Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid IV, h. 4 dan 5.
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8. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj%? 5 o
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Dan -termasuk syarat pembunuhan syibh al-‘amd seperti m_embunul'l
dengan cambuk atau tongkat kecil- sakitnya tidak parah dan sampai mati.
Maka bila dalam kasus itu terdapat sebagian hal tersebut maka kasus itu
merupakan pembunuhan ‘amd -secara sengaja-. Sebab pembunuhan itu
pada umumnya bisa membuat orang terbunuh. ... (Dan bila seseorang
memenjara korban dan mencegahnya dari makanan dan minuman) atau
salah satunya, (dan) dan mencegahnya pula dari (mencari) makanan,
minuman atau salah satunya (sehingga mati) dengan sebab pencegahan
itu, (maka bila telah lewat) baginya (suatu masa yang orang semisalnya
bisa mati), maksudnya orang seperti korban yang dipenjara itu, (dalam
masa itu secara umum karena kelaparan atau kehausan, maka kasus itu
merupakan pembunuhan ‘amd -secara sengaja-), karena begitu jelasnya
tujuan membunuh dengan tindakan pencegahan tersebut.

| N1

416. Penggunaan Insulin Bagi Penderita Kencing Manis

Dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup manusia, maka
kebutuhan hidup manusia terhadap insulin semakin bertambah. Karena
secara alami, dengan bertambahnya usia, maka fungsi pankreas akan
semakin menurun. Dengan menurunnya fungsi pankreas, maka menurun
pula fungsi insulin yang dapat dihasilkan tubuh manusia. Dengan
menurunnya insulin dalam tubuh manusia, maka kemampuan tubuh
manusia untuk memecah gula dalam darah akan semakin turun. Pada saat
itulah manusia terkena penyakit yang disebut kencing manis (diabetes
melitus), dan memerlukan suntikan insulin.

Pernah dicoba membuat insulin dari ekstraksi pankreas sapi. Namun
hasilnya kurang menggembirakan, meskipun gennya cocok dengan
sapi. Dari seekor sapi, hanya dihasilkan insulin 1/2 cc saja, yang
berarti tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seorang sekali suntik.

37 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj,
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘IImiyabh, t. th.), Jilid V, h. 14 dan 15.
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Percobaan pembuatan insulin dari pankreas kera, menunjukkan gennya
tidak cocok dengan manusia. Akhimya dicoba membuat insulin dengan
ekstraksi pankreas babi, dan teryata hasilnya selain gennya cocok
dengan manusia, jumlah cc-nya pun mencukupi.

Mula-mula insulin dibuat dari gen pankreas babi yang diklon dalam
bakteri. Dalam waktu 24 jam, dari satu gen menghasilkan milyaran gen.
Kini insulin dibuat dari gen pankreas babi yang diklon dalam ragi.
Karena organisme ragi lebih kompleks dari bakteri, maka hasilnya
lebih baik. Dari satu gen pankreas babi yang diklon dalam ragi pada
tabung fermentor kapasitas 1.000 liter dihasilkan 1 liter insulin. Insulin
dari bahan dan proses seperti itulah yang kini beredar di seluruh dunia.
S: Bagaimana hukum penggunaan insulin yang terbuat dari pankreas babi

guna penderita kencing manis (diabetes melitus)?
J: Hukumnya boleh , jika tidak ditemukan obat lain dari bahan yang suci.
Keterangan, dari kitab:
1. Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab38

S R S fd 4 B0 85 345 AR s, a8 O
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Adapun berobat dengan bahan-bahan najis selain khamr itu boleh.
Hal ini berlaku pada seluruh jenis najis selain yang memabukkan. Ini
adalah pendapat al-Madzhab, al-Manshush dan fumhur ulama memastikannya
(sebagi keputusan hukum tunggal).

3. Al-Igna’ fi Hill Alfazh Abi Syuja’?
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Dan adapun perintah Nabi Saw. kepada orang-orang suku “Urainah
agar meminum air kencing unta, maka hal itu untuk tujuan pengobatan.

38 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr,
1996), Jilid IX, h. 45-46.

3 Muhammad Khatib al-Syirbini, al-Igna’ fi Hill Alfazh Abi Syuja’ pada Tuhfah al-Habib,
(Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz I, h. 313-314. Ibarah ini beliau sampaikan pula dalam
kitab Mughni Muhtaj. Bukan merupakan kesimpulan Muktamirin. Lihat, Muhammad
Khatib al-Syirbini, Mughni Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Itmiyabh, t. th.), Juz I, h. 233. (Pen.)
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Sementara pengobatan dengan obat najis itu boleh ketika tidak menemukan
obat suci yang bisa menggantikannya. Dan Adapun sabda Nabi Saw.:
“ Allah Swt. tidak menjadikan kesembuhan umatku dalam obat yang Ia haramkan
bagi mereka.”, maka dipahami untuk khamr (saja).

2. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*
55 56 5 sy Sy B 53 Jsdl) 3, 18 B Sl % 5 455
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Dan semua najis yang telah berubah bentuk menjadi hewan itu sudi,
seperti darah telor yang telah berubah menjadi anak ayam, menurut gaul
yang menganggapnya najis, meski ulat dari anjing. Sebab, sifat hidup itu
mempunyai dampak nyata dalam menghilangkan najis. Oleh karenanya,
maka najis itu hilang karena hilangnya sifat hidup. Selain itu, karena
ulat itu lahir dalam diri anjing, bukan berasal darinya.
3. Al-Iqna fi Hill Alfazh Abi Syuja’! |
A5 3 53k GE ol i ¥ GhE Ge (o 25 A2BE (25 35

Dan bila seseorang menyambung tulangnya karena dibutuhkan, dengan
tulang najis yang selainnya tidak layak untuk dijadikan penyambung,
maka ia dianggap udzur dalam hal itu. Oleh karenanya, shalatnya sah
besertaan tulang tersebut (berada di tubuhnya).

4. Al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa'id al-Bahiyah*?
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Barangsiapa mengkhawatirkan keselamatan diri atau sakit yang bisa
menyebabkan kematian, atau semisalnya dari semua perkara yang bisa
menyebabkan boleh bertayammum, dan ia (hanya) menemukan barang
haram namun tidak memabukkan, seperti bangkai meski dari binatang
najis mughallazhah, maka ia wajib memakan atau meminumnya.

40 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj,
(Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid 1, h. 83.

41 Muhammad Khatib al-Syirbini, al-Igna’ fi Hill Alfazh Abi Syuja’, (Beirut: Dar al-Fikr,
1995), Jilid 1, h. 443.

42 Abdullah bin Sulaiman al-Jurhuzi, al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa'id al-Bahiyah pada
al-Asybah wa al-Nadzair, (Indonesia: Dar Thya’ al-Kutub al-’Arabiyah, t. th.), h. 117.
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417. Kloning Gen pada Tanaman, Hewan dan Manusia

Istilah Kon atau clone berasal dari bahasa Yunani yang artinya pemangkasan
(tanaman). Istilah ini semula digunakan untuk potongan/pangkasan
tanaman yang akan ditanam. Kini, dalam term ilmu pengetahuan kloning
bibit unggul secara efektif dan efisien. berarti sebuah rekayasa genetika
untuk mereproduksi makhluk organik secara aseksual (tanpa diawali
proses pembuahan sel telur oleh sperma, tapi diambil dari inti sebuah sel).
Saat ini aplikasi kloning sudah mencakup bidang yang cukup luas, yakni
kloning gen (kloning pada bakteri dan sel dalam kultur jaringan), kloning
tanaman (buah, sayuran dan bunga) dan kloning hewan (katak, tikus dan
domba). Manfaat kloning gen bagi kehidupan antara lain adalah untuk
memperoleh hormon pertumbuhan, insulin, interferon, vaksin, terapi gen
dan diagnosis penyakit genetik. Sedangkan kloning tanaman dan hewan
sangat bermanfaat untuk mengembangbiakkannya yang digunakan
sesuai kebutuhan manusia.

Kloning hewan pertama kali dicoba pada tahun 1950an pada katak.
Kini selain pada tikus, kera dan bison, juga pada domba yang cukup
menghebohkan. Kloning bison dilakukan dari sel bison yang sudah
mati (fosil bison). Sedangkan kloning domba dilakukan dari sel domba
yang masih hidup. Secara teoritik, kloning manusia (human cloning)
juga bukan hal yang mustahil, baik dari sel manusia yang masih hidup
maupun yang sudah mati, karena prosesnya tidak berbeda dengan
kloning hewan. Untuk kloning manusia, sebagaimana kloning hewan,
selain sel yang akan dikloning, harus ada ovum (sel telur) dan rahim.
Tanpa ovum, tidak bisa dikloning. Dan tanpa rahim, sel yang dikloning
pada ovum itu akan mati.

Kloning manusia ada dua cara. Cara pertama, sel langsung dikloning
pada ovum. Setelah terjadi pembelahan, diambil satu langsung ditanam
dalam rahim. Proses seterusnya seperti kehamilan pada umumnya. Cara
kedua hampir sama dengan proses bayi tabung. Pertama-tama dilakukan
pembuahan sperma atas ovum (sel telur) di luar rahim. Setelah terjadi
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pembelahan (sampai maksimal 64 pembelahan), ditanam dalam m,
sel intinya diambil dan diganti dengan sel inti manusia yang akan dlklomng
Proses selanjutnya adalah sebagaimana kehamilan biasa. Namun demikian,
baik melalui cara pertama maupun kedua, manusia hasil kloning tak.akan
persis sama dengan manusia yang dikloning, karena juga dipengaruhi oleh
sperma (bagi cara kedua), ovum dan kondisi ibu yang mengandungnya.
Kloning manusia juga dapat dilakukan untuk menghindarkan seseorang
dari penyakit. Caranya, hasil pembuahan yang terdeteksi menggndung
suatu penyakit diambil sel intinya kemudian diganti dengan sel lain yang
sehat. Kemudian hasil pembuahan itu ditanamkan dalam rahim.

S: Bagaimana hukum kloning gen tanaman, hewan dan manusia?

J:a. ' Pemanfaatan teknologi cloning gen pada tanaman diperbolehkan,
karena hajat manusia untuk kemaslahatannya.
b. Kloning gen pada hewan diperbolehkan dengan catatan dilakukan
- dalam rangka kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat.
c. Adapun kloning gen pada manusia hukumnya haram.
1). Proses tanasul (berketurunan) harus melalui pernikahan secara
syar’l.
2). Bisa mengakibatkan kerancuan nasab.
3). Penanamannya kembali ke dalam rahim tidak dapat dilakukan
tanpa melihat aurat besar.
Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab*3
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(Dan wajib bagi pekerja -dalam akad musagah; penyiraman buah anggur
dan kurma dengan hasil panennya dibagi antara kedua pihak) ketika
dimutlakkan, (pekerjaan yang dibutuhkan buah) untuk kualitas dan
perkembangannya, (dari yang berulang-ulang), maksudnya pekerjaan
yang berulang-ulang, (setiap tahun, seperti menyiram dan membersihkan
sungai), maksudnya saluran air dari lumpur dan semisalnya, (memperbaiki

43 Zakaria al-Anshari dan Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Fath al-Wahhab dan Futuhat
al-Wahhab, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid III, h. 526-527.

542  Ahkamul Fuqaha

N



ajjajin -galian tempat air- di sekitar pohon), yang menjadi tempat air di
sekitar pohon agar diserapnya. Ajjajin itu diserupakan dengan beberapa
wadah baju yang dibasuh, bentuk jama’ dari kata 55} (dan mengawinkan)
kurma.

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: “Mengawinkan kurma.”), yaitu
meletakkan mayang kurma jantan dalam mayang kurma betina.

2. Shahih Muslim#*
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Dari Anas Ra., sungguh Nabi Saw. melewati kaum yang sedang
mengawinkan kurma. Lalu beliau Saw. bersabda: “Seandainya kalian tidak
melakukannya niscaya kurma itu akan baik.” Anas Ra. berkata: “Ternyata
kurma itu berbuah dengan buah muda jelek (yang saat kering berkualitas
jelek pula).” Lalu Nabi Saw. melewati mereka kembali dan bersabda:
“Apa yang terjadi pada kurma kalian?” Mereka menjawab: “Aku melakukan
ini dan itu (sesuai anjuran Nabi Saw.).” Nabi Saw. bersabda: “Kalian lebih

-mengetahui urusan dunia kalian.” (HR. Muslim)

3. Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab*>
Sz ol 2 3B s 3k 4235 O3 S5 15 - il
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Dan dalam kitab al-Mishbah ... Dan menurut satu pendapat, yang
dimaksud adalah mengawinkan hewan itu sendiri. Itu adalah pendapat
yang lemah. Sebab, sungguh reproduksi hewan itu dianjurkan demi

kemaslahatan manusia, maka tidak dilarang karena dzatnya, agar menolak
kontradiksi dalil, namun karena unsur eksternal.

4. Tarsyih al-Mustafidin46

M\J&JJ;;U;JA.\ \J,,” " JA\J:J.A.\ 21581 ey
Dan dimakruhkan mengawinkan keledai pada kuda, maka diharamkan
mengawinkan kuda pada sapi, karena besarnya alat kelamin.

5. Tuhfah al-Muhtaj*’

4 Muslim al-Naisaburi, Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Jail, t. th.), Juz VIIL h. 95.

45 Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Walhab, (Mesir:
al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid III, h. 68.

4 Alawi al-Saqqaf, Tarsyih al-Mustafidin, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 365.
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(Perlu diingat), telah dijelaskan, sungguh memasukkap' air mani ke
rahim hukumnya seperti persetubuhan, dengan syarat mani 1tu mfth taram
(halal) saat dikeluarkan dan saat dimasukkan ( ke rahim), yaitu saat
memasuknya itu mempunyai keserupaan dengan persetubuhan.

6. Tafsir Jalalain4®
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(Barang siapa mencari di balik itu) dari para istri dan budak wanita,
seperti beronani dalam menggauli mereka, (maka mereka itulah orang-
orang yang melampaui batas.”) [QS. al-Mukminun: 7] yang melewati batas

pada perbuatan yang tidak halal bagi mereka.
7. Yas'alunaka ‘an al-Din wa al-Hayat%®
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Sungguh kasih sayang kebapakan dan keibuan tidak akan terwujud
dalam hal yang terkait dengan keturunan, kecuali jika keturunan ini
terwujud dan menjadi hidup dengan cara alami yang seperti biasanya.
Mereka yang membuka pandangan pada semacam metode asing dan
kabur ini, yang bisa mengakibatkan rutuhnya wujud sebuah keluarga,
menyampur nasab, dan meremehkan prinsip-pinsip keutamaan, dan
tiang kehormatan dan kemuliaan. |
8. Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an®0

%7 Tbn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada Hasyivyata al-Syirwani wa al-'Abbadi, (Mesir:
al-Tijariyah al-Kubra, t. th), Jilid VII, h. 303.

# Jalaluddin al-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahalli, Tafsir Jalalain pada al-Futuhat al-
Iahiyat, (Mesir: Isa al-Halabi, t. th), Jilid IIT, h. 184.

49 Ahmad al-Syarbasyi, Yas'alunaka ‘an al-Din wa al-Hayat, (Beirut: Dar al-Jail, t. th), Jilid
11, h. 220. '

50 Muhammad al-Qurthubi, al-fami” li Ahkam al-Qur‘an, (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, t.
th.), Juz V, h. 39.
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Dan adapun pengebirian bagi manusia merupakan musibah. Sebab
sungguh saat seseorang dikebiri, maka rusaklah hati dan kekuatannya,
kebalikannya hewan. Dan terputus keturunannya yang diperintahkan
dalam sabda Nabi Muhammad ‘alaih al-Salam:” Saling nikahlah kalian maka
kalian akan memiliki keturunan. Sebab sungguh aku beromba-lomba banyaknya
pengikut dengan kalian pada umat-umat lain.”
9. Al-Siraj al-Munir51

£ Sy R Ul B 1y/A%3 8'EE J6 38 21 T 2l g0 ol o it 58

(e ) LaLa fs

Dari Sa’id bin Hilal al-Laitsi, sungguh Nabi Saw. bersabda: “Nikahlah

kalian dan perbanyaklah keturunan, sungguh aku bangga dengan sebab kalian
pada umat-umat lain pada hari kiamat.” (HR. Baihaqji)

418. Demonstrasi dan Unjuk Rasa

Akhir-akhir ini terjadi banyak demonstrasi, unjuk rasa, pemogokan
dan bahkan pengrusakan fasilitas umum (kerusuhan). Motif dan
tujuannya beragam, tapi intinya tidak puas atas kebijakan, sikap atau
tindakan suatu lembaga /instansi, dan mencari keadilan.

S: a. Bolehkah mencari keadilan melalui demonstrasi? Sampai batas manakah
demonstrasi dibenarkan Islam?

b. Bagaimana hukum orang/massa membuat kerusuhan? Bagaimana

pula hukum tokoh/otak penggerak kerusuhan? Bagaimana hukum
merusak fasilitas umum termasuk sarana ibadah?

J: Demonstrasi dan unjuk rasa yang bermuatan amar ma’ruf nahi munkar

untuk mencari kebenaran dan demi tegaknya keadilan itu boleh selama:

1. Tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar.

2. Sudah tidak ada jalan lain seperti menempuh musyawarah dan lobi.

3. Apabila ditujukan pada penguasa pemerintah, hanya boleh dilakukan
dengan cara ta’rif (menyampaikan penjelasan) dan al- wa’zhu (pemberian
nasihat).

Keterangan, dari kitab:

51 Ali al-Azizi, al-Siraj al-Munir, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1957), Jilid 11, h. 173.
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Telah kami jelaskan, bahwa memerintah kebaikan itu mempunyai
beberapa tingkatan. Pertama memberi pengertian, kedua memberi nasehat,
ketiga berbicara kasar, keempat mencegah secara paksa agar mau melakukan
kebaikan dengan memukul dan memberi hukuman. Adapun cara yang
diperbolehkan dari cara-cara itu dalam menghadapi penguasa yaitu dua
cara pertama. Sedangkan mencegah dengan kekerasan, maka tidak boleh
dilakukan rakyat terhadap penguasa karena dapat menyulut fitnah,
menimbulkan gelombang keburukan, dan lebih banyak bahaya yang
timbul darinya. Adapun berbicara kasar, misalnya seperti ucapan: “Hai
orang yang zalim. Hai orang yang tidak takut Allah Swt.” dan semisalnya,
jika perkataan itu bisa menimbulkan fitnah yang keburukannya bisa
menimpa pihak lain, maka tidak diperbolehkan. Namun, jika ia hanya
mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka boleh dan bahkan sunnah.

Dan sungguh kebiasaan ulama salaf adalah berani menghadapi bahaya
dan secara terang-terangan mengingkari perkara munkar tanpa peduli
dengan bencana yang menimpa dirinya dan siap menantang berbagai
macam siksaan. Sebab mereka tahu bahwa semuanya merupakan kesyahidan.

2. Al-Zawajir ‘an Igtiraf al-Kabair53
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52 Abu Hamid al-Ghazali, Ihya” ‘Ulum al-Din, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1939), Jilid II, h.
337.

53 Ibn Hajar al-Haitami, al-Zawwjir ‘an Itiraf al-Kabair, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1950),
Cet. ke-1, Juz I, h. 156. '
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Dan al-Nasai meriwayatkan: “Barangsiapa melihat kemungkamn kemudzun
ia mengubahnya dengan tangan (kekuasaan)nya, maka ia telah terbebas (dari
dosa kewajiban memberantas kemungkaran). Dan orang yang tidak mampu
mengubahnya dengan tangannya, dan kemudian mengubahnya dengan lisannya,
maka 1a pun telah terbebaskan. Dan orang yang tidak mampu mengubahnya
dengan lisannya, lalu ia mengubahnya dengan hatinya (tidak menyetujuinya)
maka ia pun telah terbebaskan pula. Dan yang terakhir itu adalah iman yang
paling lemah.”

3. Al-Jami’ al-Shaghir min Hadits al-Basyir al-Nadzir>*
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“Barang siapa melihat kemungkaran, maka ia harus mengubahnya dengan

tangan (kekuasaan)nya. Lalu jika ia tidak mampu, maka dengan lidahnya. Lalu

jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah iman yang paling

lemah. (HR. Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Muslim, Ashhab
Sunan al-Arba’ah), dari Abu Sa’id, (shahih).

419. Pembebasan Tanah Rakyat Dengan Harga yang
Tidak Memadai

Dewasa ini banyak terjadi pembebasan tanah milik rakyat, baik
oleh pemerintah maupun oleh swasta yang disokong pemerintah,
baik untuk kepentingan umum maupun untuk bisnis semata, misalnya
untuk kawasan perumahan. Biasanya ganti rugi yang ditawarkan
tidak memadai, karenanya rakyat menolak. Namun biasanya juga
dengan berbagai cara, akhirnya rakyat terpaksa menyerahkan tanahnya
dengan ganti rugi yang tidak memadai, dan pindah entah kemana.

S: a. Bagaimana hukum pembebasan tanah semacam itu?

b. Jika pemerintah ikut terlibat, siapakah pejabat pemerintahforang-orang

yang bertanggung jawab di hadapan Allah?

¢. Bagaimana hukum keuntungan yang diperoleh dari usaha semacam

itu? Dan bagaimana hukummya jika keuntungan yang diperoleh digunakan
untuk membangun sarana ibadah?

5 Abdurrahman al-Suyuthi, al-Jami” al-Shaghir min Hadits al-Basyir al-Nadzir, Juz 11, h. 327.
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d. Bagaimana hukum tinggal di kawasan perumahan yang dibangun di
atas tanah dengan pembebasan seperti itu?

J:a. Pembebasan tanah dengan harga yang tidak memadai dan tanpa
kesepakatan kedua belah pihak, tergolong perbuatan zalim karena
termasuk bai’ al-mukrah dan hukumnya haram serta tidak sah.
Apabila pembebasan tanah tersebut dilakukan oleh pemerintah
untuk kepentingan umum yang dibenarkan menurut syara’, dengan
harga yang memadai, maka hukumnya boleh sekalipun tanpa
kesepakatan.

b. Yang bertanggungjawab adalah semua pejabat instansi pemerintah
yang terkait.

¢. Keuntungan tersebut hukumnya haram. Bila dimanfaatkan untuk
membangun sarana ibadah juga tetap haram. ,

d. Hukumnya tafshil:
1. Apabila pihak yang menempati bangunan itu mengetahui

bahwa prosedurnya haram, maka hukumnya haram juga.

2 Jika tidak mengetahui prosedur tersebut, maka hukumnya boleh.

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Wahhab5®
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Tidak sah akad seseorang yang dipaksakan dalam hartanya tanpa
hak, karena tidak ada kerelaannya sesuai dengan firman Allah Swt.:

“Kecuali harta-harta itu adalah harta perniagaan yang keluar dari persetujian
dari kalian.” (QS. al-Nisa’: 29).

2. Rahmah al-Ummah56 .
et gl & G e At 2 BT B AT 52

Para Imam sepakat atas sungguh jual beli itu sah dari orang baligh,
berkehendak sendiri, dan bebas membelanjakan hartanya. ‘

3. Al-Asybah wa al-Nazhair®”

55 Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab Pada al-Tajrid li Naf al-'Abid, (Mesir: Musthafa al-
Halabi, 1950), Jilid I1, h. 174.

% Abu Abdillah al-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah pada al-Mizan al-Kubra, (Beirut: Dar al-
Fikr, t. th.), Juz I h. 158.

% Abdurrahman al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Indonesia: Dar al-Kutub al-
Islamiyah, 1403 H}, h. 67. '
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Tindakan penguasa atas rakyatnya itu terbatas1 dengan maslahat.
4. Al-Asybah wa al—Nazhair“
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Ketika tmdakan penguasa dalam hal yang terkait kepenhngan umum
itu harus didasarkan pada maslahat, maka secara syar’a perintahnya itu
tidak berlaku kecuali sesuai dengannya. Dan jika bertentangan, maka
tidak berlaku. Oleh karenanya, Imam Abu Yusuf dalam kitab al-Kharraj
dari bab Ihya al-Mawat menyatakan: “Dan seorang penguasa tidak boleh
mengeluarkan apapun dari tangan seseorang kecuali dengan hak yang
sudah tetap serta ketahui.”

5. Al-Ahkam al-Sulthaniyah?
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Ketika Umar r.a diangkat sebagai Khalifah dan )umlah penduduk
semakin banyak, ia perluas mesjid Nabawi dengan membeli rumah dan
dirobohkannya. Lalu ia menambah perluasannya dengan merobohkan
(bangunan) penduduk sekitar mesjid yang enggan menjualnya. Beliau
lalu memberi harga tertentu sehingga mereka mau menerimanya. Beliau
membangun dinding yang pendek kurang dari tinggi manusia, dan
memasang lampu-lampu di atasnya. Beliau adalah orang yang pertama

8 Ibn Najim al-Mishri, al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Makkah: Nizar Musthafa al-Baz, 1997),
Jilid I, h. 124.
59 Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1966), h. 162.
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kali membuat dinding untuk mesjid.

Ketika Utsman r.a. diangkat sebagai khalifah, ia lalu membeli rumah-
rumah (untuk perluasan mesjid Nabawi). Beliau mengambil rumah-
rumah penduduk dan menetapkan harganya. Mereka lalu berdemo di
kediamannya. Beliau lalu berkata: ”Sungguh kesabarankulah yang membuat
kalian berani terhadapku, sungguh hal ini pernah dilakukan Umar terhadap
kalian, dan kalian menyetujuinya”. Lalu beliau memerintah memenjarakan
mereka, sampai Abdullah bin Khalid bin Asad berbicara kepadanya, dan
ia melepas mereka kembali.

6. Tahgiq al-Asybah wa al-Nazhair li Tajuddin al-Subki 60
L,u@w“\cw\@\;..;\u, 50 kb b 8 oY g s 315
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Dan barangkali maksud al-Rafi'i -dengan kutipan kesepakatan para
sahabat dan ulama setelahnya itu adalah sungguh Umar Ra. pernah
membeli beberapa rumah dari pemiliknya untuk perluasan mesjid.
Begitu pula Utsman Ra. Sementara para sahabat pada masa beliau berdua
masih banyak dan tidak pernah dikutip riwayat yang mengingkari hal
tersebut. | |
7. Mughni al-Mubhtaj ila Ma'rifah Alfazh al—MinhajﬁI

o\.a)ru;t}:.\\ La_) b\éaﬁél’;y
Adapun pemaksaan dengan hak (kebenaran), maka akad jual belinya

sah, sebab memposisikan persetujuan syara” pada posisi persetujuan
pelaku akad.

8. Hasyiyah al-Dasugqi “ala al-Syarh al-Kabirt?
58 5Y g 8 Vs e b e e 30l o oz vz 45)
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(Ungkapan Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Dardiri: “Dengan

paksaan yang haram.”), maksudnya bila pelaku akad dipaksa menjual
dengan paksaan yang halal, maka akad jual belinya lazim —tetap-, seperti

_——‘1\

8 Adil Ahmad Abdul Maujud dan Ali Muhammad ‘Aud, Tahgig pada al-Asybah wa al-
Nazha'ir li Tajuddin al-Subki, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001), Jilid I, h. 116.

1 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj,
(Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid II, h. 3.

62 Ibn ‘Irfah al-Dasuqi, Hasyiyah al-Dasugi ‘ala al-Syarh al-Kabir, (Beirut: Dar al- Flkl‘
1969), Jilid III, h. 6.
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memaksanya menjual rumah untuk perluasan mesjid, jalan umum, atau
kuburan. )

9. Mirgah Su'ud al- Tashdtq Syarh Sulam al—Tauﬁq63
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Dan di antara maksiat perut adalah memakan riba ... atau harta yang
diambil oleh aparat penguasa secara zalim ketika jual beli.
10. Ihyu ‘Ulum al-Din®4
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Bagian pertama adalah maksiat. Dan maksiat itu tidak akan berubah
dari posisinya (sebagai hal yang diharamkan) disebabkan niat (baik). ...
atau seseorang membangun sekolahan, mesjid atau pondokan dengan
uang haram dengan bermaksud melakukan kebajikan, maka semua itu

adalah kebodohan, dan niat tidak akan berpengaruh mengeluarkan
tindakan itu dari keberadaannya sebagai kezaliman, kejahatan dan maksiat.

11. Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin®5
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Seandainya seseorang mengambil sesuatu yang diduga halal dari
orang lain dengan cara yang diperbolehkan, sementara pada hakikatnya
sesuatu itu merupakan sesuatu yang haram, maka bila lahiriah orang
yang diambil sesuatunya itu baik, maka si pengambil tidak akan dituntut
di akhirat, bila tidak _maka ia akan dituntut.

(Pernyataan Syaikh Zainuddin al-Malibari: “Bila tidak maka ia akan

6 Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, Mirqah Su’ud al-Tashdiq Syarh Sulam al-
Taufig- (Bandung:Syirkah Nur Asia, t. th.), h. 65.

64 Abu Hamid al-Ghazali, Ihya" ‘Ulum al-Din, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1939), Jilid 1V,
h. 65.

65 Zainuddin al-Malibari dan Muhammad Syaththa al-Dimyathi, fath al-Mu'in dan
'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Jilid III, h. 13.
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dituntut.”), maksudnya bila lahiriah orang yang diambil sesuatunya itu
tidak baik dan saleh, yakni lahiriahnya lacur dan suka berkhianat, maka
si pengambil akan dituntut di akhirat. Sedangkan di dunia, ia tidak akan
dituntut sama sekali karena ia mengambil sesuatu tersebut dengan cara
yang diperbolehkan.[} |
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